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Kata Pengantar Penyusun

• Apakah korporasi bisa dipidana atas
tindak pidana korupsi? Berdasarkan
hukum Indonesia, jawabannya sangat
bisa. Hal itu sudah diatur lebih dari dua
puluh tahun lalu saat UU No.31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana diubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU
Tindak Pidana Korupsi) disahkan.
Pemidanaan korporasi dalam dalam
kasus korupsi juga semakin jelas dengan
diterbitkannya pedoman khusus oleh
Mahkamah Agung yaitu Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) No.13 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999?r=0&q=undang-undang nomor 31 tahun 1999&rs=1847&re=2020
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5864df3b2d7eb/peraturan-mahkamah-agung-nomor-13-tahun-2016


• Korporasi dijerat pidana setelah
personil pengendali korporasi
terbukti melakukan korupsi
berdasarkan UU Tindak Pidana
Korupsi. Pidana denda
berdasarkan nilai kerugian
keuangan negara yang dinikmati
secara langsung oleh korporasi.



• Jerat pidana bagi korporasi dalam
tindak pidana korupsi tidak hanya
penting bagi kepentingan publik.
Sektor privat juga akan terbantu
membentuk ekosistem bisnis yang
sehat. Pidana korporasi dalam kasus
korupsi ini akan memaksa sektor
privat mematuhi proses bisnis yang
antisuap dan antikorupsi. Saat ini
korporasi relatif bebas dari
hukuman, oknum-oknum yang
dihukum tapi korporasi sebagai
penikmat keuntungan dari korupsi
bisa jalan terus.



• Mengutip dari Laode M. Syarif,
Komisioner KPK 2015-2019, Menurut
penelitian Biro Hukum KPK, Indonesia
memiliki lebih dari 60 undang-undang
sektoral yang mengakui adanya tanggung
jawab pidana korporasi.

• Modul Pembelajaran berupa lecture note
dalam bentuk ppt ini merupakankan
pengkayaan terhadap mata kuliah Tindak
Pidana Korupsi.

Tim Penyusun,

Dr.Amalia Syauket,SH.MSi.

Nina Zainab,SH.MH.
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Pendahuluan

• Perkembangan baru yang diatur
dalam UU No. 31 tahun 1999
adalah korporasi sebagai subyek
tindak pidana korupsi yang dapat
dikenakan sanksi. Melalui
perundangundangan, korporasi

dewasa ini diterima sebagai
subyek hukum dan diperlakukan
sama dengan subyek hukum yang
lain, yaitu manusia (alamiah).



• Dari berbagai sumber referensi
menunjukkan bahwa landasan
filosofis
dari korporasi sebagai subyek
hukum adalah dalam masyarakat
modern,
peranan korporasi sangat
strategis, bahkan dalam praktik
dapat menjadi sarana untuk
melakukan kejahatan (corporate
criminal) dan memperoleh
keuntungan dari hasil kejahatan
(crimes for corporation)



• Korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban dari apa
yang telah dilakukan oleh agen-
agennya, yang dikenal dengan
istilah —actus reus yang berarti
bahwa perbuatan dilakukan
harus dalam lingkup
kekuasaannya, yang dengan kata
lain dalam menjalankan tugas itu
masih dalam cakupan
tugas korporasi.













































































































































































































































Cover belakang

• Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan
dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa
yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya
bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Pada
masa kini perkembangan korporasi nampak semakin
pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang
usaha yang dijalaninya.

• Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban
dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agennya, yang
dikenal dengan istilah —actus reus“ yang berarti
bahwa perbuatan dilakukan harus dalam lingkup
kekuasaannya, yang dengan kata
lain dalam menjalankan tugas itu
masih dalam cakupan tugas korporasi.

• Modul Pembelajaran ini merupakan materi
pengkayaan bagi dosen dan mahasiswa dalam
pembelajaran mata kuliah Tindak Pidana Korupsi,yang
merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jaya.


